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KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS 

JL. RAYA PADANG – PAINAN KM. 16, 25245 PADANG SUMATERA BARAT 
TELEPON/FAX: (0751) 751122 

LAMAN www.kkp.go.id SUREL  pps.bungus@kkp.go.id 
 

 
SURAT TUGAS 

Nomor B.2298/PPSB/KP.440/VII/2024 
 

Menimbang    : Bahwa   dalam   rangka   mematuhi   program   manajemen   risiko 

fasilitas dan lingkungan yang ada khususnya terkait keselamatan 

dan keamanan, pengelolaan B3, proteksi kebakaran dan 

kewaspadaan bencana bagi pengguna jasa yang menggunakan 

lahan/bangunan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera 

Bungus, maka perlu menugaskan Staf terkait untuk melaksanakan 

kegiatan dimaksud. 

Dasar             : Peraturan     Pemerintah     nomor     27     tahun     2021   tentang 

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan 
 
 

Memberi Perintah 
 

Kepada          : 
 

1. Nama 

NIP 

Jabatan 

 

: Yuli Setianingsih, S.Pi 

: 197807192023212013 

: P3T Ahli Pertama 

 2. Nama 

NIP 

Jabatan 

: Ahmad Riyadhi Solihin, A.Md.Pi 

: 199909092024211001 

: AP3T Terampil 
 

Untuk              :   1.  Melaksanakan      kegiatan      inspeksi      kepatuhan      tenant 

terhadap PT. Lintas Laut Samudera (LLS) Padang, pada: 

hari, tanggal    :   Senin, 15 Juli 2024 

tempat             :   Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus 

2.  Selesai melaksanakan Surat  Tugas  ini  agar menyampaikan 

hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pelabuhan 

Perikanan Samudera Bungus. 

 
Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik- 

baiknya.
 
 

Untuk  Perhatian : 
 
Dilarang  memberikan  sesuatu  atau 

janji yang dapat mengakibatkan KKN 

Padang, 15 Juli 2024 

Kepala Pelabuhan Perikanan 
Samudera Bungus, 
 
 
 
 
 

 
Widodo 

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE, BSSN

http://www.kkp.go.id/
mailto:bungus@kkp.go.id


 
 

KEGIATAN INSPEKSI TERHADAP PT LLS 
(LINTAS LAUT SAMUDERA) 

OLEH PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS 
BULAN JULI 2024 

 
No. Aspek Yang  

dinilai 
Hasil  

Penilaian 
Saran Kepada 

Tenant 
Evidance 

1 Dokumen 
Lingkungan 
(Kontrak) 

Ada  Dokumen terlampir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Pemasangan 
IPAL dan 

operasionalnya 

Ada, masih 
digunakan 

dengan 
baik  

 

 

 

    

 
3 Alat Pemadam 

API Ringan 
Tidak Ada  

 
 

Agar disediakan 
alat pemadam 

kebakaran 
(APAR) 

 



4 Pemasangan 
papan nama 
perusahaan 

Papan 
nama 

perusahaan 
ada di pintu 

masuk 
perusahaan 

Dibuatkan papan 
nama 

perusahaan/plang 
perusahaan 

 

 

5 Ruang 
Terbuka Hijau 

Terdapat 
RTH pada 
kawasan 
bangunan 

 

 

 

    

 

 



6 Kebersihan Kondisi, 
bersih baik 
dan tidak 

ada 
sampah 

dalam area 
perusahaan 

 

 

 

    

 

 

 

Diketahui: 

Ketua Tim Kerja Pengendalian 
Lingkungan 

 

              Melly Masrul 

 

Padang, 15  Juli 2024 

Petugas pada Tim Kerja. Pengendalian 
Lingkungan 

1. Yui Setianingsih 

         
 2  Ahmad Riyadhi S  
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dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Lintas Laut Samudera serta sah mewakili 

kegiatan usahanya berdasarkan Akte Pendirian atau Perubahan Terakhir Nomor : 196 tanggal 

22 Oktober 2020 untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA. 

 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya secara bersama-sama 

disebut sebagai PARA PIHAK, dan berdasarkan :  

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie); 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Cipta 

Kerja; 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara 

Bukan Pajak; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan 

dan Perikanan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Jenis dan Tarif Atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jenis dan Tarif Atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 27 Tahun 2014 tetang 

Pengelolaan BMN/D; 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan 

Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; 

9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Klaster 

Pelabuhan Perikanan untuk Penghitungan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas 

Penggunaan Tanah/bangunan dan/atau dalam rangka Tugas dan Fungsi Pelabuhan dan 

Perikanan; 

10. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap; 

11.  Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang 

Kepelabuhan Perikanan; 

12. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 4/Per-djpt/2017 tentang Petunjuk 

Teknis  Tata Cara  Pungutan Negara Bukan Pajak diluar Pungutan Perikanan Di 

Pelabuhan Perikanan; 

13. Surat  Direktur  Jenderal  Perikanan  Tangkap  Kementerian  Kelautan  Dan Perikanan  

Nomor  B.23628/DJPT/PI.320.D3/XII/2020  Tanggal  07  Desember 2020 Perihal 

Pelaksanaan Fungsi Pengusahaan di Pelabuhan Perikanan; 

14. Surat Rekomendasi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Nomor: 

B.2736/PPSB/PL.220/IX/2021 tanggal 16 September 2021 perihal Permohonan 

Penggunaan Bangunan Industri Perikanan  Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus; 


























